
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



FORMULIR WAWANCARA 
(untuk pegawai KPP Pratama) 

 

Wawancara ini hanya untuk keperluan penelitian dan penulisaan skripsi saya yang terkait 

dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016. 

 

Nama Responden :   ……………………………………………………... 

Jabatan  : ……………………………………………………… 

 

1. Apakah Saudara telah mengetahui Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2016 

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, atas Tanah dan/atau 

Bangunan Beserta Perubahannnya ?    

Jika iya, apakah telah dilaksanakan sosialisasinya kepada Wajib Pajak? 

Seberapa jauh menurut saudara pemahaman Wajib Pajak tentang PP No.34 Tahun 

2016 ? 

Seberapa jauh menurut saudara pemahaman PPAT sebagai mitra KPP Pratama 

tentang PP No.34 Tahun 2016 ? 

 

2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 3 ayat (5) PP 34 Tahun 2016 terkait dengan peranan 

PPAT dalam pembayaran PPh atas jual beli tanah dan / bangunan untuk periode 

Oktober 2016 sampai dengan November 2017? 

 

3. Bagaimana prosedur pengajuan penelitian/validasi surat setoran pajak (SSP) PPh 

atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan oleh wajib pajak  selama ini ? 

Jelaskan secara singkat saja. 

 

4. Kendala apa saja yang dihadapi KPP Pratama saat melakukan proses penelitian 

SSP tersebut? 

 

5. Menurut peraturan tentang PPAT disebutkan bahwa PPAT diwajibkan untuk 

membuat Laporan Bulanan PPAT kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

dengan tembusan KPP Pratama. Apakah semua PPAT telah menyampaikan 

tembusan Laporan Bulanan PPAT ini? 

 



6. Apakah dalam tembusan Laporan PPAT telah diisi secara lengkap, benar dan 

jelas? 

 

7. Adakah sanksi hukum jika ada PPAT yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan 

PPAT?  

 

8. Adakah sanksi hukum jika terdapat transaksi yang tidak dilaporkan/ dicantumkan  

atau tidak benar dalam Laporan Bulanan PPAT? 

 

9. Apakah semua transaksi jual beli tanah dan atau bangunan pembayaran SSPnya 

harus diajukan validasi/penelitian kepada KPP Pratama?  

 

10. Jika tidak, dalam hal apa yang boleh dikecualikan untuk tidak mengajukan 

validasi/ penelitian SSP. 

 

11.  Apakah semua yang dikecualikan dari Validasi/penelitian SSP harus mengajukan 

Surat Keterangan Bebas (SKB) kepada KPP Pratama?  

 

12. Berapakah batasan terendah nilai atau Nilai transaksi jual beli yang dibebaskan 

dari Validasi/ penelitian SSP?  

 

13. Berapa lama proses validasi/penelitian SSP PPh di KPP Pratama?  

 

14. Menurut Saudara seberapa penting peranan PPAT dalam pelaksanaan pengajuan 

validasi/penelitian SSP ini bagi penerimaan pajak Negara? Mohon sedikit 

dijelaskan  

 

 

                                                     Surabaya, 7 Desember 2017 

                                    Responden 

 

 

             (…….………………….) 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Pengurus Ikatan PPAT  

 

1. Salah satu Kode Etik PPAT menyebutkan bahwa PPAT wajib memiliki perilaku 

profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Nasional, khususnya di 

bidang hukum. Bagaimana PPAT dikatakan sebagai PPAT yang memiliki perilaku 

professional? 

2. Dalam suatu wawancara, Menteri Agraria/Kepal BPN Bapak Ferry Mursyidan Baldan 

mengatakan bahwa PPAT dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seharusnya 

memiliki suatu kecermatan untuk menunjang profesionalismenya. Apa arti 

kecermatan bagi seorang PPAT ?  

3. Menurut anda apakah kecermatan PPAT dapat dijadikan salah satu tolak ukur 

profesional atau tidaknya seorang PPAT? 

4. Apakah ada suatu tolak ukur untuk mengukur apakah PPAT yang bersangkutan 

tersebut cermat atau tidak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya? Jika ada tolak 

ukurnya apa? 

5. Apakah Anda telah mengetahui Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2016 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, atas Tanah dan/atau Bangunan 

Beserta Perubahannnya ?    

6. Seberapa jauh pemahaman anda tentang PP No.34 Tahun 2016 ? 

7. Pada pasal 3 ayat (5) PP RI Nomor 34 Tahun 2016 disebutkan bahwa PPAT tidak 

dapat menandatangani akta jual beli tanah dan/atau bangunan jika belum dibuktikan 

kepada PPAT suatu bukti berupa Surat Setoran Pajak (SSP) penghasilan yang telah di 

validasi oleh KPP Pratama setempat.  

Bagaimana pendapat anda mengenai ketentuan tersebut? 

8. Selama ini apakah PPAT menganggap ketentuan dari Pasal ayat 3 ayat (5) tersebut 

menghambat cepat selesainya penandatanganan akta jual beli tanah dan/atau 

bangunan karena ada kewajiban validasi SSP terlebih dahulu? 

9. Menurut anda apakah pelaksanaan ketentuan pasal 3 ayat (5) PP 34 Tahun 2016 

tersebut memerlukan suatu kecermatan dari PPAT yang bersangkutan? 

10. Apa saja sanksi jika PPAT tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pelanggaran kode etik ? 



11. Apa ada kendala yang dihadapi PPAT dalam melaksanakan ketentuan PP 34 Tahun 

2016? 

12. Bagaimanakah koordinasi antara PPAT dengan KPP Pratama saat ini? 

13. Seberapa sering Ikatan PPAT berkoordinasi dengan KPP Pratama? 

14. Apa upaya yang dilakukan PPAT apabila terdapat klien yang tidak mengetahui suatu 

aturan perundang-undangan? 

15. Bagaimana peran Ikatan PPAT dalam mengupayakan agar PPAT tidak melanggar 

ketentuan perundang-undangan dan selalu menerapkan kode etik PPAT yang telah 

disepakati? 

16. Apa saja sanksi yang di dapatkan PPAT apabila melanggar suatu ketentuan peraturan 

perundang-undangan? 

17. Menurut Saudara seberapa penting peranan PPAT dalam pelaksanaan pengajuan 

validasi/penelitian SSP ini bagi penerimaan pajak Negara? Mohon sedikit dijelaskan  
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SURAT PENGANTAR PENGISIAN KUESIONER 

 

Yth. Bapak/Ibu/Sdr Responden 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

 Dalam rangka memenuhi kelengkapan penyusunan skripsi saya di Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya yang berjudul “Implementasi Kecermatan Seorang Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Dalam Memeriksa Surat Setoran Pajak Penghasilan Dari 

Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.”  

Sehubungan dengan itu, saya mohon bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr untuk bersedia 

menjadi responden dalam penelitian yang saya lakukan saat ini dengan mengisi kuesioner 

(terlampir) sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Saya mengharapkan jawaban 

Bapak/Ibu/Sdr berikan nantinya adalah jawaban objektif agar diperoleh hasil yang maksimal 

Penelitian ini semata-mata bersifat ilmiah dan seluruh Informasi yang diperoleh dari 

kuesioner ini hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian saja. Jawaban yang 

diberikan tidak akan mempengaruhi status dan jabatan Bapak/Ibu/Sdr dan saya akan menjaga 

kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. 

Demikian surat pengantar ini saya sampaikan. Atas perhatian serta partisipasi 

Bapak/Ibu/Sdr berikan, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Malang, Januari 2018 

        Hormat saya,  

 

 

Amanda Puteri R 

mailto:hukum@ub.ac.id
http://www.hukum.ub.ac.id/


NIM. 145010107111027 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Mohon Bapak/Ibu/Sdr mengisi daftar pertanyaan berikut : 

 

1. Jenis Kelamin  :  Pria  Wanita 

2. Usia   : 

3. Jabatan  :  

4. Lama Bekerja  :  < 5 tahun             > 10 tahun         5 - 10 tahun

    

II. DAFTAR PERTANYAAN 

A. Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 

- Berikan tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan 

Bapak/Ibu/Sdr 

- Setiap pertanyaan hanya diisi dengan satu jawaban saja. 

 

1. Seberapa sering anda melakukan pembuatan dan penandatanganan akta 

jual beli tanah dan/atau bangunan? (dalam jangka waktu 1 bulan) 

< 20 kali  20 - 50 kali  > 50 kali   

2. Berapakan rata-rata nilai transaksi untuk sekali transaksi jual beli tanah 

dan /atau bangunan yang anda buatkan akta jual belinya?  

< Rp. 60 juta    > Rp. 250 juta 

 Rp. 61 juta – Rp. 250 juta  

3. Apakah anda telah mengahui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari 

Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya ? 

YA  TIDAK 

Jika ya, dari manakah anda mengetahui peraturan tersebut? 

  Dari Asosiasi PPAT atau Ikatan PPAT 

  Dari KPP Pratama setempat 

  Lain-lain, 

sebutkan…………………………………………………. 



4. Apakah sudah ada sosialisasi lebih lanjut dari KPP Pratama setempat (KPP 

Pratama Surabaya Tegalsari) mengenai aturan PP RI Nomor 34 Tahun 

2016 tersebut kepada PPAT ? 

SUDAH   BELUM 

Jika sudah, melalui 

kegiatan……………………………………………………. 

5. Seberapa pahamkah anda tentang aturan-aturan dalam PP RI Nomor 34 

Tahun 2016 tersebut ? 

SANGAT PAHAM  TIDAK PAHAM 

CUKUP PAHAM   

6. Pada pasal 3 ayat (5) PP RI Nomor 34 Tahun 2016 disebutkan bahwa 

PPAT tidak dapat menandatangani akta jual beli tanah dan/atau bangunan 

jika belum dibuktikan kepada PPAT suatu bukti berupa Surat Setoran 

Pajak (SSP) penghasilan yang telah di validasi oleh KPP Pratama 

setempat. Apakah anda telah mengetahui aturan ini sebelumnya? 

SUDAH  BELUM 

7. Apakah anda sudah menerapkan aturan pasal 3 ayat (5) PP RI Nomor 34 

Tahun di setiap kegiatan pembuatan dan penandatanganan akta jual beli 

tanah dan/atau bangunan di Kantor anda? 

BELUM  SUDAH, dengan 

cara……………………………… 

8. Menurut anda, pentingkah proses penelitian atau validasi SSP yang telah 

dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai salah satu syarat penandatanganan 

akta jual beli tanah dan/atau bangunan?  

PENTING 

TIDAK PENTING, 

karena…………………………………………………. 

9. Apakah setiap klien anda telah mengetahui kewajibannya untuk membayar 

pajak penghasilan atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan 

yang dilakukannya? 

SUDAH  BELUM 

Jika Belum, apa yang anda lakukan?  

……………………………………………………………………………… 

 



10. Untuk pengajuan penelitian atau validasi Surat Setoran Pajak Penghasilan 

atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan ke KPP Pratama biasanya 

dilakukan oleh 

Klien atau para pihak itu sendiri 

PPAT dan/atau pegawai PPAT 

11. Seberapa sering anda mengecek SSP yang di serahkan oleh klien anda? 

Mengecek setiap SSP yang dilampirkan 

Mengecek secara sekilas 

Tidak pernah mengecek 

12. Tidak jarang klien atau para pihak menggunakan jasa PPAT untuk sekalian 

menguruskan pengajuan validasi SSP ke KPP Pratama. Seberapa sering 

anda membantu klien anda untuk mengajukan validasi SSP tersebut? 

SERING (semua pengajuan validasi SSP) 

JARANG 

 < 10 kali  10-15 kali   > 20 kali 

TIDAK PERNAH (pengajuan validasi SSP diajukan oleh klien sendiri) 

13. Untuk tetap menjaga koordinasi antara KPP Pratama dengan PPAT, ada 

kewajiban dari PPAT untuk selalu membuat laporan PPAT kepada KPP 

Pratama setempat. Seberapa rutin anda melaporkan kegiatan anda kepada 

KPP Pratama setempat (KPP Pratama Tegalsari) ? 

Rutin setiap bulan 

Beberapa bulan sekali 

Jika ada pemeriksaan saja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Dimohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pendapat 

dan pengetahuan Bapak/Ibu/Sdr secara objektif serta tanpa adanya 

pengaruh dari pihak manapun. 

 

1. Kendala-kendala apa saja yang pernah anda hadapi dalam pelaksanaan 

pengajuan permohonan validasi SSP Pajak Penghasilan sesuai dengan 

ketentuan PP RI Nomor 34 Tahun 2016? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……….... 

2. Dalam Kode Etik PPAT disebutkan bahwa PPAT wajib memiliki perilaku 

profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Nasional, 

khususnya di bidang hukum. Menurut anda apakah kecermatan PPAT 

dapat dijadikan salah satu tolak ukur professional atau tidaknya seorang 

PPAT? Jelaskan 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……….... 

 

 

 

TERIMA KASIH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


